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PUTUSAN
Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.KC
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'lYAH KUTACANE
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Xxxxxx, tempat lahir Brandang, tanggal lahir 01 Juli 1966, umur 57
Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan
Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa XXXxxX,
Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara,
dalam hal ini menggunakan alamat domisili
elektronik dengan gmail:
XXXXXXXXXX@g@mail.com, selanjutnya disebut se
bagai Pemohon;

Lawan

1. xxxxxxxxxx, tempat lahir Brandang, tanggal
lahir 04 Juni 1991, umur 32 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun,
tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan
Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai
Termohon [;
2. xxxxxxx, tempat lahir Berandang, tanggal
lahir 17 Sepetember 1993, umur 30 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa
Berandang, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten
Aceh Tenggara, sebagai Termohon li;
3. xxxxxxxx, tempat lahir Brandang, tanggal
lahir 06 Agustus 1994, umur 28 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
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Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa
XxxxxX, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh
Tenggara, sebagai Termohon llI;
4. xxxxxxxxx, tempat lahir Brandang, tanggal
lahir 01 Juli 1996, umur 27 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun,
tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan
Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai
Termohon IV;
5. xxxxxxxx, tempat lahir Berandang, tanggal
lahir 08 Mei 1999, umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX,
Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara,
sebagai Termohon V;
Termohon |, Termohon |IlI, Termohon Il
Termohon IV dan Termohon V secara bersama -
sama selanjutnya disebut disebut Para
Termohon;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Juli 2023
telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dengan Nomor
168/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 1985, Pemohon melangsungkan
pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Idris Ginting Bin Satar,
menurut Agama Islam di Desa Brandang, Kecamatan Lawe Sumur,
Kabupaten Aceh Tenggara;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan
Xxxxxxbersetatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah
Kandung Pemohon bernama Dali dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah
masing-masing bernama Sahidan dan Aji Seman dengan mas kawin berupa
cincin emas, seberat 1 (satu) Mayam dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Xxxxxxtidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Xxxxxxhidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 5 (Lima) orang anak
masing-masing bernama:

4.1. xxxxxx, tanggal lahir 04 Juni 1991;

4.2. xxxxxx, tanggal lahir 17 September 1993;

4.3. xXxxxxxxx, tanggal lahir 06 Agustus 1994,

4.4, xxxxxxxx, tanggal lahir 01 Juli 1996;

4.5. xxxxxxxx, tanggal lahir 08 Mei 1999;
5. Bahwa Xxxxxxtelah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 13 Juli
2023, karena sakit dan dikebumikan di Desa Berandang, Kecamatan Lawe
Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Xxxxxxtersebut dan
selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Xxxxxxtidak mempunyai
Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Xxxxxxtidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh
Tenggara, dengan alasan keluarga Pemohon lalai tidak mendaftarkan
pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara
saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk
kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
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8. Bahwa Xxxxxxtelah meninggal dunia pada hari kamis, tanggal 13 Juli
2023 di RSUD H. Sahudin Kutacane, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh
Tenggara, karena Sakit, Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:
445.09/1466/SKMD/RSUDHSK/VI11/2023, dikeluarkan surat tanggal 21 Juli
2023, dengan demikian maka Pemohon mendudukan Para Termohon
sebagai Ahli Waris dari Xxxxxxdalam perkara ini;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesua dengan
ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Mahkamah Syariyah Kutacane, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan dangan Xxxxxxyang
dilangsungkan pada 06 Januari 1985, di Desa Berandang wilayah hukum
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya.
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan

Para Termohon hadir di persidangan;
Bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon secara lisan
mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara/permohonan merupakan hak
Pemohon vyang melekat pada diri Pemohon seperti halnya pengajuan
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perkara/permohonan bagi Pemohon, sehingga degan demikian permohonan
pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara/permohonan oleh Pemohon,
maka proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan, dan Panitera
harus mencatat pencabutan tersebut dalam register yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 168/Pdt.G/2023/MS.KC.
oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.l., M.H.
sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh
Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Pemohon dan para Termohon .

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn. Sulyadi, S.H.l., M.H.

Perincian biaya :
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- PNBP :Rp 100.000,00
- Biaya Proses : Rp 80.000,00
- Panggilan :Rp 160.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
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